
6. Undang-undang . 

4. Undang-uadang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
clan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 3688), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3988) ; · 

s. Undang-undang Nornor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lernbaran Negara Tahon 2000 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4048) ; 

I 

I 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nomor 
105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan clan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah, 
perlu mengatur Pokok-pokok Pengelol.aan Keuangan Daerah K.abupatcn Kudus yang 
ditetapkan dengan Peratur~ Daerah ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lit}~gan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nmkor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Nomor 
3312), sebagalmana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3569) ; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUP A TI KUDUS, 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN KUDUS 

TENT ANG 

PF:RATIJRAN DAERAH KARTJPATEN 1\.1.JDUS 

NOMOR 1 T AHUN 2002 

I I I <r": .. 
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20. Kepurusan ..... 

I 

19. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran 'I 
Pendapatan dan Belanja Negara ; 

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan clan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Tatacara Penyediaan clan 
Penyaluran Subsidi Gaji clan Pensiun bagi Daerah Otonom ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi Daerah 
(Lcmbaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4139); 

15. Peraruran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091); 

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 210: Tambahan Lembaran Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
209: Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4027) ; 

7· ~ndan~-undang Nomor 25 Tahun 1999 tcntang Pcrimhangan Keuangan Antara 
cmcnntah Pus.at dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 

Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 

8· Peraturan Pcmcrintah Nornor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
CLembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4021 ), sebageimena diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor J 57, Tarnbahan Lemharan 
Negara Nomor 4165); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pcngelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 
202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Piniaman Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4024); 

6· ~n b ~undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pcmerintahan Daerah 
38;) ~an Negara Talmn 1999 Nornor 60, Tambnhan Lembarsn Negara Nomor 

\ ) ~ ,f 
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3. Bupati adalah Bupati Kudus; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ; 

5. Perangkat Daerah adalah orang/Instansi pada Pemerintah Kabupaten Kudus yang 
membantu rum bertanggung jawab kepada Bupati Kudus dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kantor Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan; 

6. Instansi adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ; 

7. Kepala ..... 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ; 

Dalam Peraturan Daerah i.ni yang dimaksud dengan : 

Pasnl 1 

BAB I 

KETENTUANUMUM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN k1JDUS TENTANG POKOK-POKOK 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS. 

MEMUTUSKAN : 

Dengan persetujuan 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN k'lIDUS 

Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ; 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 14 
Pebruari 2002 Nomor 172/07/2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus 
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ; 

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pcnerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ; 

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharann dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ; 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pcngadaan Barang/Jasa Inatansi Pemerintah ; 

Kcputusan Presidr:n Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 
PenyeJenggaraan Pemerintahan Daerah · 

' 

. 3. 

Menetapkan 

' 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Mcmpcrhatikan 



22. Barang ..... 

·' I 
i 

·I 

i/ 

21. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun 
Lalu adalah selisih lebih/kurang realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja 
Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ; 

I 
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu 
tahun anggaran ; 

20. Pembiayaan Daerah ad.alah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk 
menutup selisih antara Pendapatan Daerah clan Belanja Daerah ; 

17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun 
anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ; 

18. Belanja Daerah adalah semua pengeJuaran Kas Daerah dalam periode tahun 
anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ; , 

16. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun 
anggaran tertentu ; 

\ 

14. Pemegang K.as yang;sclanjutnya disebut Bendaharawan adalah setiap Pegawai 
yang ditunjuk clan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dal.am 
rangka pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ; 

~ 
15. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu ; 

- 
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah .yang ditentukan oleh 

Pemegang Kas Daerah ; 

13. Pemegang Kas Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang 
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerirnaan 
clan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya ; 

7. Kepala Instan.si adalah Kepala BadanlDinas/KantortBagian di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati dan diserahi togas serta 
tanggungjawab atae pelaksanaan Pcraturnn Daerah · 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalarn rangka 
p~yclcnggaraan Pemcrintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termaeuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak clan 
kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan clan Bcl.anja 
Daerah; · 

9. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Kudus yang ditotapkan 
bcrdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus ; 

10. Peiabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat clan atau pegawai Daerah 
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan 
tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah ; 

11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah Bupati Kudus 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan Keuangan Daerah clan mempunyai kewajiban menyampaikan 
pertanggungiawaban . atas pclaksanaan kcwenangan tersebut kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ; 

• ,4 • 
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Bagtan Pertama 

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 2 

Bupati adalah Pcmc~g Kckuasaan Umum Pcngclolaan Keuangan Daerah. 

· b t Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 
Se!aku. peJa. ~imaksud ayat (1), Bupati mendclcgasikan .sebagian atau scl~h 
se agaunana k ada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Penge o a 
kewenangannya ep 
Keuangan Daerah. 

(1) 

(2) 

BAB II 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAE~ 
~ 

Pasal 3 ..... 

31. Belanja Transfer adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten kepada Pihak Ketiga 
tanpa mengbarapkan imbal.an atau keuntungan atas pengeluaran tersebut ; 

Bclanja Tidak Tersai)gka adalah pengeluaran yang dilak_ukan oleh Pem~tah 
Kabupaten untuk meµibiayai kegiatan-kegiatan tidak tersangka dan kejadian- 
kejadiaan luar biasa. , . . 

32. 

I 
\ 

27. Belaaja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik adalah semua 
pcngeluaran yang tidak menambah kekayaan dan untuk memenuhi kepentingan 
publik; · 

28. Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten yang menambah 
kckayaan dan manfaatnya lcbih dari satu periode tahun anggaran bcrjalan ; 

29. Belanja Modal Aparatur adalah jenis-jenis belanja modal untuk memenuhi 
kepentingan aparatur ;· 

30. Belania Modal Publik adalah jenis-jenis belania · modal untuk memenuhi 
kepcntingan publik ; . 

- .... , 

24. 

23. 

!arang Daerah adalnh semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian 
~':: ~, yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau 

dari perolelum rninnya yang sah ; 

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat 
pepernyturcrahan uan& barang I jau,a kepada Dacrah atau akibat lainnya berdasarkan 

a an perundang-undangan yang berlaku ; 

~utang Daerah adal~ jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban 
pihak lain kepada Daerah sebagal akibat penyerahan uang, barang I jasa oleh 
Daernh atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
bcrlaku; , 

Piniaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima 
dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut 
dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak rermasuk kredit jangka 
pendek yang lazim terjadi dalam pordagangan ; 

26. Belanja Admmistras! Umum adalah sernua pengeluaran daerah yang tidak 
menambah kekayaan dan untuk memcnuhi kcpentingan aparatur ; 

25. 

22. 

- s. 

-·-- ---- 



b. menyelenggarakan ..... 

a. merencanakan, memantau, rnengarahkan dan mengawasai pelaksanaan kegiatan 
atas terlaksananya tugas bendaharawan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku ; 

Pasal 7 

Atasan Langsung Bendaharawan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d 
rnempunyai tugas sebagai berikut : 

'• 

b. menyelenggarakan administrasi keuangan Daerah sesuai : peraturan perundang 
undangan yang berlaku, 

_,,... . ' 

Pasal 6 

Pernimpm Proyek sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan kegiatah baik dari segi keuangan maupun fisik proyek yang 
dipimpin sesuai dcngan Anggaran Belanja proyek yang bersangkutan ; 

l .. 

l 
'I 

I 
I 

a. mercncanakan, rnemantau, mengarahkan clan mengawasai pelaksanaan kegiatan 
baik dari segi keuangan maupun segi fisik serta efiaiensi dan efcktivitas 
pclaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan clan Barang Daerah; 

b. menyelenggarakan administrasi keuangan dan barang Daerah sesuai peraruran 
perundang-undangan yang berlaku. 

Kepala Instansi seb agairnana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b rnernpunyai tugas 
sebagai berikut : 

Pasal 5 

a. menyclenggarakan pengelolaan uang clan surat-surat berharga milik Daerah; 
b. menyelenggarakan adiriinistrasi kcuangan Daerah sesuai peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a mernpurryai 
tugas sebagai berikut : · 1 

I 
\ 

Pnsal 4 

Pasal 3 

(1) ~upati tnenetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
ct\gon surnt kcputusM untuk dapat melakaanekan anggaran. 

(2) Pejabat Penaelola Kenangan Daerah sebagaimann dimaksud ayat (1) terdiri dari : 
11• Pemegang Kas Daerah : 
b. Kcpala Instanst · ' , 
c. Pemimpin Proyek ; 
d. Atas:tn Langaung Bendaharawan ; 
c. Bendaharawan. 

(3) Pcmcgang Kas Daerah tidak bolch mcrangkap scbagai Pejabat Pengclola 
Keuangan Daerah Iainnya. 

- 6 - 
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' . 
Dalam menyusun APBD, .penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya 
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 

Pasal 15 

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang 
terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

(2) Jumlah ..... 

. I 

I 

I 

APBD disusun dengan pendekatan kincrja. 

Pasal 14 

PasaJ 13 

PasaJ 12 

(1) Scmua Penerimaan clan Pengeluaran Daerah dicatat dan dikelola dalam APBD. 

(2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APED ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah dan merupakan dokumen Daerah. 

Tahun fiskal APBD sarna dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

\ 

' I I 
Pasal 11 

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu. 

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan clan bertanggung jawab 
dengan mcmperhatikan as~ keadilan dan kepatutan. 

Pasal 10 

A!as ~Tmum Pengclolaan Keuangan Daerah 

PasaJ 9 

a. me~gclola kcuang1µ1 atau harang daerah yang ada pada wewenangnya clan 
WaJ1b membuat pembukuan secara tertib untuk setiap penerimaan dan 
pcngchmran uang atau barang-barang daerah ; 

b. menyclenggarakan administrasi kcuangan atau barang daerah sesuai pcraturan 
pcrundang-undangan y1111g berlaku. 

(._.,) DA' ~1,.. b aiam rangka mem antu kelancaran tugas, bendaharawan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dapat dibantu seorang atau lebih bendaharawan pembantu, 

(3) Bcndaharawan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, jenis-jenisnya 
diatur lebih lanjut dengan Kepumsan Bupati. 

Bagian Kedua 

Pasal 8 

(1) Bend~arawan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas 
sebaga1 berikut : 

b. mcnyclcnggarakan administrMi kcuangan clan barang Daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

. 7. 
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Paragraf l ..... 

Baglan Pertama 

Struktur APBD 

(3) Semua pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada rekening 
dana cadangan, 

( 4) Posisi dana cadang~ dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan pertanggungj~waban APBD. 

BAB III 

PENYUSUNAN DAN PENET AP AN APBD 

PasaJ 19 

( 1) Pcnganggaran Dana: Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) 
dialokasikan dari somber penerimaan APBD. 

(2) Semua sumber pencrimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicafat dan dikelola dalam 
APBD. 

Pasal 18 

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kobutuhan dana yang 
tidak dapat dibebankan cla]am satu tahun anggaran. 

(2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, 
kecuali dari Dana AloJ<asi Khusus, Piniaman Daerah, clan Dana Darurat. 

; 

Pasal 17 

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak tersangka disediakan 
dalam bagian anggaran tersendiri. 

(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran ridak rersangka adalah unnrk 
penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak rersengka 
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan 
Pemerintahan Daerah, 

(2) J~~ bclanja yang dianggarkan dalem APBD merupakan bates rminggi untuJc 
set1ap Jeni! beJartja. 

(3) Setiap pcjabat dilarang melakukan tindilktm yang berakiha! padil pengcluaran d411 
mertjadi beban APBD, apabil3 tidak tersedia atau ridak cukup tersedia anggaran 
untuk ntembiayai pengeluaran tersebut 

(4) Perkiraan Sisa Lchih Pcrhitungan APRD Tahun Lalu dicatat sebagai ~aldo awal 
P_ada APBD tahun berikutnya, sedangkan reali.sasi Sisa Lebih Perhjtungan APDD 
Tahun Latu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD. 

Pasal 16 

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran Daerah 
dilaksanakan melalui Kas Daerah. 

. 8. 



(1) Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b. dirinci 
menurut organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. 

I~ I ~- . 

I 9 
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(2) Pendapatan Daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah, dengan jenis pendapatan, meliputi : 
1) Pajak Daerah ; 
2) Retribusi Daerah ; 
3) Bagian UsahaDaerah ; 
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

b. Dana Perimbangan, dengan jenis pendapatan, meliputi : 
1) Bagi Hasil Pajak ; 
2) Bagi Hasil bukan Pajak; 
3) Dana Alokasi Umum ; 
4) Dana Alokasi Khusus ; 
5) Dana Darurat ; 
6) Dana Perimbangan dari Propinsi. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 

Paragraf3 

Belanja Daerah 

Pasal 22 

I . 
I 

. • .q 
(1) Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a. 

dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pcndapatan . 

s j • 

Pasal 21 

Pendapatan Daerah 

Paragraf 2 

( 4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran, 

(3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disehut defisit 
anggaran. 

c. Pcmbinyann. 

(2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus 
anggaran. 

Punl lO 

(1) Stru.ktu.r APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 

a. Pcnclapatan Daerah · 

b, Belanja Daerah · 
I 

Paragraf 1 

Umum 

. 9. 



Pasal 27 ..... 

Pasal 26 

(1) Anggaran untuk Bclanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat ( 4) huruf d 
di.sediakan dalam bagian anggaran Belanja Transfer. 

(2) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari: 
a. Bantuan Keuangan ; 
b. Dana Perimbangan. 

~ 
Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf c, terdiri dari: 
1. Belanja Modal Aparanir ; 
2. Belanja Modal Publik. 

a. Belanja Operasi ; 

b. Belanja Pemeliharaan Sarana clan Prasarana Publik. 

Pasal 25 

Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana clan Prasarana Publik sebagaimana dirnaksud 
Pasal 22 ayat (4) hurufb, terdiri dari : 

Pasal 24 

(1) Belanja Administrasi Umurn sebagairnana dimaksud Pasal 22 ayat ( 4) huruf a, 
terdiri dari : 
a. Belanja Administrasi Umum Pemcrintah Kabupaten ; 
b. Belanja Administrasi Umum DPRD clan Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja Administrasi Umum scbagaimann dimaksud nyat (1) huruf a clan b terdiri 
dari : 
a. Belanja Pegawai ; 
b. Bclanja Barang dan Jasa ; 
c. Belanja Pemeliharaan ; 
d. Belanja Perjalanan·Dinas ; 
e. Belania Lain-lain. ~ 

I I 

I 

Pasal 23 

(4) Bclanja Daerah mcnurut jenis bclanja terdiri dari : 
a. Belanja Administrasi Umum; 
b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan prasarana publik; 
c. Belanja Modal ; 
d. Belanja Transfer; 
c. Belanja Tidak T ersangka. 

(2) Bcl~a Daerah rncnurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran 
l0erdiri dari DPRD dan Sekretariat DPRD, Bupati clan Wakil Bupatl Sckrctariat 0erah 8erta InstnnsL 

(3) Belanja Daerah menumt fungsi belanja adalah suatu kesatuan penggunaan 
ansgaran yang dipergunakan untuk membiayai sektor-sektor pembangunan 
claerah. 
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Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pengelolaan swnber-sumber 
pembiayaan lain sebagimana dirnaksud ayat (2) clan pada setiap akhir tahun 
anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD., 

Bngian Kedua 

Proses Penyusunan APBD 

Pasal 30 

(1) APBD yang disusun ~engan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 
memuat: 

a. Sasaran ..... 

Apabila diperkirakan Pendapatan Dacrah lebih kecil dari rencana Belanja, Daerah 
dapat melakuk.an pinjaman. 

Pem.erintah Kabupaten dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui 
kerjasama dengan ~ lain dengan prinsip sating mengunmngkan, 

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan 
modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi 
manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas 
Pemenntah Kabupaten. 

(1) 

·1 ' ~~ (2) 
;·) 
t 

·. t (3) 
•f; 

l ;q 
• I 

(4) 

Pasal 29 

( 4) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, tcrdiri dari : 
a. Transfer ke Dana Cadangan ; 
b. Penyertaan Modal-; 
c. Pembayaran Hutang Pokok yangjatuh tempo ; 
d. Sisa Lebih Perhitnngan Anggaran Tahun Bcrjalan. 

(3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Latu; 
b. Transfer dari Dana Cadangan ; 
c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi ; 
cl Hasil Penjualan Asset Daerah yang dipisahkan. 

·! 

' (2) Pcmbiayaan menurut sumber pembiayaan scbagaimana dimaksud ayat (1 ), terdiri 
dari : ' 
a. Penerimaan Daerah · 
b. Pengeluaran Daerah. 

(1) Pembiayaan eebagaiman« dimaksud Pasal 20 ayat (I) huruf c dirinci menurut 
sumber pembiayaan. 1 

Pa1;al 28 

Pernblayaan 

Paragraf 4 

Pasnl 27 

Anggaran untuk pengcluaran yang sifatnya tidak tcrsangka sebagairnana dimaksud 
PRa.,al 1 .17 ~yat (1) dan Pwl 22 ayat (4) huruf e di11cdiakan dalam bagian nnggaran 

e 3rtJa Tidak Tersangka. 
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. I ;·c·wl,.,1 

b. penyesuaian ..... 

(1) Perubahan APBD difalmkan sehubungan dengan: 

a. kebijaksanaan Pemerintah Pusat clan atau Pemerintah Kabupaten yang bersifat 
stategis ; 

Pasal 34 

Perubahan APBD 

Bagian Keempat 

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari 
DPRD. 

Pasal 33 

(1) Bupati m.enyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan. · 

(2) Apabila rancangan i APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kabupaten 
berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.: 

(3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus 
disampaikan kembali kepada DPRD. 

(4) Apabila penyempumaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kabupaten menggunakan APBD tahun 
sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah, ~.~ 

I 
~ 

Pasal 32 

Proses Penetapan APBD 

Baglan Ketlga 

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Kabupaten bersarna 
sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. 

(2) Berdasarkan arah clan kebiiakan umum APBD sebagimana dimaksud ayat (1) 
Pemerintah Kabupaten menyusun strategi dan prioritas APBD. 

(3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
clan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi clan keuangan Daerah, 
Pemerintah Kabupalen menyiapkan rancangan APBD. 

Pasal 31 

a. snsaran yang diharapkan menurut fungsi belanja j 

b. stan.dar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponcn 
kcgintan ynng bersangkutan · 

c. bngian pendapatan ·APBD yang membiayai befaf\la admlnistrasi umum, belartja 
operasi, pemelihnraan R:mma dan prasarana publik, belanja modal, belanja 
transfer, dan belanja tldak tersangka, 

(2) Untuk mengukur kincrja keuangan Pernerintah Kabupaten, dikembangkan standar 
analisa belanja, tolok ukur kinerja clan standar biaya. 
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(3) Pemegang Kas Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar. 

Pasal 40 ..... 

(1) Pengguna Anggaran Daerah rnengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk 
melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). 

(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar. 

(2) Setiap pegawai yang: diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan 
surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab 
atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. ~ 

Pa.sal 39 

Pasal 38 

(1) Setiap pembebanan APDD harus didukung oleh bukti-bukti yang lcngkap clan sah 
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

Untuk setiap pengeluaran alas beban APBD diterbitkan Keputusan Bupati tentang 
Otorisasi Anggaran Belanja atau keputusan lainnya yang dipersamakan oleh pejabat 
yang berwenang. 

·l 
! 

Pasal 37 

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan 
sebelurn ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam 
Lembaran Daerah. 

Pnsal 36 

(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa kornisi, rabat, · potongan, bunga atau 
nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang I jasa dan dari 
penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah. 

(3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai 
dengan kctcntuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku, 

PasaJ 35 

(1) Setiap Perangkat Da~ah yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima 
Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan 
terse but · 

Penerimaan dan Pengeluaran APBD 

Baglan Pertama 

PELAKSANAAN APBD 

BAB IV 

b. P~nycsuaian akibat tidak tercapainya target Penerirnaan Daerah yang 
ditetapkan : 

c. tcajadinya kebutuhnn yang mendesak. 

(2) Perubahan APBD ditetapkan paling larnbat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran 
tertentu berakhir, 
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(2) 

BABV ..... 

Dal.un hal pengelolaan Barang Daerah yang menghasilkan pcncrimaan, maka 
penerimaan tersebut disetot ke Kas Daerah .. 

Pa.sal 45 

Penghapusan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. 

Bagian Ket.iga 

Akuntansl Keuangan Pemerlntah Kabupaten 

Pa.sal 46 

Pen.atausahaan dan pertanggungja-waban Keuangan Daerah berpeclornan pada 
stan.da.i- aJ...-untansi keuangan Pen1erintah Kabupaten yang beclaku. 

Standar akuntasi keuangan Pemerintah Kahupaten sebagairnana dimaksud ayat (1) 
diatur lcbih lanjut oleh Bupati. 

(1) 

'! 
. I 

i/ 
1 
I 
--~ 

( 1) Pengguna barang -wajib mengelola Barang Daerah. 

(2) Tatacara pengelolaan Harang Daerah diatur lebih Ianjut ole1?- Bupati. 

Pnsal 44 

PasaJ 43 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Barang Dae.rah 

Pruml 42 

(1) Bupati mengatur penge lolaan Barang Daerah. 

(2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah 
Kabupaten. 

(3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD clan Kepala Instansi adalah pengguna clan 
pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretarlat DPRD dan Instansi yang 
dipimpinnya. 

P~n~aan anggaran belanja tidak tcrsangka sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 27 
d.ibentahukan kepada DPRD . .. 

-~ .: 
e. 

~ '--=-' ~ 
s 

~ 

~ 
~ 
{ 

~ 
<!, 

' 
~ ,. 

~- 

Pnsnl 41 

(3) 

(1) 

(2) 

Pn~nl 40 
GL\ii Pegawa· N · s· · 

t • cgcn , ipil Daerah dibcbankan dalarn APBD. 
Peg..'"lwai Ncgcri s· ·1 'o . 
Pertitnb '-' ip1. acrnh dapat diberikan tambahan penghru,ilan berdaeark.an 
Dnemh ~~~m !ang . bycktif dcrrgnn mernpcrharikan kcrnarnpuan Kcuangan 
und..... P raetuJunn DPRD sesuoi dengan kctcntu.nn pernturnn perundong- ..... igan Yang bertaku. 
Pegawai N. · s· ·1 D l. . cgcn 1p1 a er'ah yang diperba.ntukan pada Blnv.ID atau unit us aha 
amnya, gajinya clibehankan pada BUiviD arau Unit usaha yang bersangkutan. 

P_cmbiayaan pcnsiun Pcgnwai Ncgcri Sipil Daerah yang diangkat olch Pcmcrintah 
Kabupaten menjadi tarrggtmg jawab Dacrah. 

\ 

(4) 
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(1) Panitia Pengadaan harus mernenuhi kualifikasi sebagai bcrikut: 

a. memiliki integritas moral, disiplin clan tanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas ; 

b. memahami keseluruhan pekeriaan yang akan diadakan ; 

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang 
bersangkutan ; 

d. mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan, metode dan prosedur 
teknis pelaksanaannya ; 

Pasal 50 

.Kualifikasi Panitia Pengadaan 

Bagian Ketiga 

Pasal 49 

(1) Kepala Inetansi I Pemimpin Proyek harus memiliki integritas moral, disiplin, 
tanggung jaw ab dan kualifikasi tehnis serta manajerial untuk melaksanakan tugas 
yang dibebankan kepadanya. 

(2) Kepala Instansi I Pemimpin Proyek diangkat oleh Bupati. 

(3) Tugas Kepala Instansi I Pemimpin Proyek sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur 
lebih lanjut oleh Bupati 

. ~- 
• I 
'/ 

Bagian Kedua 

Kualilikasl Kepala Instansi I Pemimpin Proyek 

Baglan Pertarna 
Urn um 
Pasal 48 

(1) Pengadaan barang I jasa hanya dapat dibebankan kcpada APBD sepanjang barang/ 
jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(2) Pengadaan barang I jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
· Keputusan Bupati. 

BAB VI 

PENGADAAN BARANG I JASA 

Pasal 47 

(l) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten wajib membuat perhitungan 
~BD. yang memuat pcrbandingnn antar« realisaei pelaksanaen APBD 
dihandmgkan dengan APBD. 

(2) Perhitungan APBD I~ menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan 
anggaran penerimaan dan reallsasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. 

BABV 

PERHITUNGAN APBD 

- 15 - 
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Bagian Kelima 

Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedla Barang I Jasa 
I 

Pasal 52 

(1) Kepala Instansi/Pemimpin Proyek un~k .Pelelan~an atau Pemillhan Langsung 
atau Penunjukan Langsung yang bemilai sampai .dengan Rp.50.000.000.000, 
(lima puluh miliar rupiah) tidak memerlukan persetujuen Bupati. 

I 

\ 
I 
\' 

t 
b. lulusan perguruan tinggi negcri atau pcrguruan tinggi swasta yang telah lulus 

ujian negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan fotocopy ijasah ; 

c. mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan referensi pengalaman kerja 
yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup yang hams ditulis dengan teliti 
dan benar, ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh pemimpin 
perusahaan. 

'- 

g. tidak mcmbuat pemyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan 
sertifikasi yang ~i. 

(2) Khusus untuk pcnyedia jasa konsultansi, persyaratan untuk tenaga ahli yang akan 
ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaanjasa konsultansi adalah: 

a. memiliki Nomor -Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian 
kewajiban pajak bagi wajib pajak ; 

"°"· ,,, 

e. sebagai wajib paja~ sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir ; 

f. bclum pcmah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang 
berkaitan dengan k~nduite profesional perusahaan/perorangan ; 

Baglan Keempat 

Kuallflkasl Penyedla Barang I J115a 

Pa~al 51 

(1) ~cnycdia barang I jae~ yang terkait dan bcrpartieipaei dalarn pengadaan barang I 
jasa harus memcnuhi persyaratan, antara lain: 

a. memiliki keahlian, pengalarnan, kemampuan tcknis dan manajerial dalam 
bidang usaha yang diantaranya dibuktikan dengan 
kwllifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/prof esi 
yang bcrsangkutan1; 

b. memiliki sumberdaya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 
diperlukan dalam pengadaan barang I jasa · 

c. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan ; 

d, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan, clan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana ; 

! , 

e. tidak mem · h b Proyel punyai u ung,n kcluarga dcngan Pimpinan Satuan Kcrja!Pemimpin 

(2) Panitia Pena•da di ,.1,. 
c.- an um~""t oleh Kepala ln.stansi/Pcmirnpin Proyck. 

(3) ~ Panitia Pcngadaan diatur lebih Jaajut oleh Kepala lnstami/Pemimpin yek, 
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Bagian Ketujuh ..... 

' I) pengadaan barang/jasa yang berskala kecil ; atau 

2) pcngadaan barang/jasa yang setelah dil.akukan pelelangan ulang hanya 1 
(satu) peserta yang memenuhi syarat ; atau 

3) pcngadaan yang bersifat rncndcsak/khusus setelah. rnendapat pcrsetujuan 
dari Bupati ; atau 

4) penyedia bar~ I jasa tunggal 

d. Swakelola adalah yelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan clan 
diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah 
borongan tenaga. 

',,. 

i 

c. Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia 
barangljasanya ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja/Pemimpin Proyek dan 
diterapkan untuk: t- 

a. Pelelangan yaitu, kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara 
rnenciptakan persaingan yang sehat diantara penycdia barang/jasa yang setara 
dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tatacara tertentu yang telah 
ditetapkan clan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga 
terpilih penyedia jasa terbaik ; ' ' 

b. Pemlllhan Langsung yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak 
menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan 
pcnawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui 
permintaan harga ulang {price quotation) atau permintaan teknis clan harga 
serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun 
harga, sehingga diperoleh harga yang wajar clan ·· secara teknis dapat 
dipertanggungjawabkan ; i 

(2) Pcngadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui: 

Slstem Pengadnon Barang I Ja,a 

Pasal SJ 

( 1) Pengadaan barang I jasa pcmborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka 
untuk umum dengan .pengumuman secara Iuas melalui media cetak dan papan 
pcngumuman resmi untuk pcnerangan umum dan apabila memungkinkan rnelalui 
media elektronik, sehingga rnasyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan 
memenuhi syarat dapat mengikutinya. 

Da81an Keenam 

(2) Bupati untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Pcnwtjukan Langeung 
yang bcmilai diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tidak 
memerlulcan perserujuan Mcntcri Dalam Negeri. 

{3) Pimpinan BtnvID untuk Pelelangan atau Pcmilihan Langsung atau Penunjukan 
1:,angsung yang bernilai diatas Rp.S0.000.000.000,- {lima puluh miliar rupiah) 
tulak memcrlukan perserujuan Dupati. 
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(2) Perubahan ..... 

h. penyelesaian perselisihan. 

c. nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat syarat pembayaran ; 

d. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas clan terinci; 

e. tempat dan jangka waktu penyeleseien/penyerahan dengan disertai jadwal 
waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat syarat penyerahannya ; 

f. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan ; 

g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya ; 

b. hak dan kewajiban.para pihak yang terkait didalam perjaajian; 

(1) Dokumen kontrak sekurang kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: 

a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis 
dan jumlah barang/jasa yang dipcrjanjikan ; 

I • 

Bagian Kedelapan 

PerJanJlan/Kontrak Pengadaan Barang I Jasa 

Pasnl 55 

4) penyedia jasa tunggal. 

3) pengadaan yang bcrsifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari 
Bupati; atau 

I 

1) pengadaan jasa konsuhansi yang berskala kecil; a tau 

2) pengadaan jasa konsultansi yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 
(satu) peserta yang'memenuhi syarat; atau 

Pasal 54 

Pelaksanaan pengadaar, Jasa Konsultansi dilakukan dengan salah satu cara: 
8· Selebl Umum adalah seleksi yang pesertanye dipilih melelui proses 

prakualifikas~ dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan papan 
pengumwnan resmi untuk penerangan umum dan spabila memungkinkan melalui 
media elektronik, agar konsultan yang memenuhi syarat dapat mengikutinya ; 

b. Selsksl Langsung adalah pengadaan Jasa Konsultansi yang peaertanya dipilih 
langmmg dengan membandingkan penawaran clari bcberapa penyedia jasa yang 
memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik teknis maupun 
harga, sehingga dipcrolch harga yang wajar dan secara teknis dapat 
dipertanggungjawabkan; 

I 
} 

c, Penunjukan Langsung adalah pengadaan jasa konsultansi yang pcnycdia jasanya 
ditentukan oleh Kepala Instansi/Pemimpin Proyek dan diterapkan untuk : 

Bnglnn Ketujuh 

Slstem Pengadaan Jasa Konsultansl 
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(3) Pinjaman ..... 

(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari : 

a. Dalam Negeri ; 

b. Luar Negeri . 

(2) Pinjaman Daerah daridalam negeri sebagaimana dimaksud_dalam ayat (1) huruf a 
berasal dari : 
a. Pemerintah Pusat ; 
b. Lembaga Keuangan Bank ; 
c. Lembaga Keuangan Bukan Bank ; 
d. Masyarakat ; 
e. Sumber lainnya yang salt 

Pasal 56 

Bagian Pertama 

SJmber dan Jenis Pinjaman Daerah 

PINJAMAN DAERAH 

BAB VII 

(2) Pcrubahan kontrak dilakukan eesuai kesepakatan para pihak apabila tcrjadi 
rrubahan linakup pekcrjaan, metode kerja, waktu pelaksanaan, sesuai dengan 

etentuan yang berlaku. 

(3) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua 
b~leh pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam konlrak, yang 
dt~ehahkan oleh timbutnya perang, pemberontakan, perang saudara, !!epanjang 
ke.1adian-kcjadian tersebut berkaitan dengan Negara Kcsatua.n Republik Indonesia, 
kekacau:m dan huru ham serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh 
Pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam Dokurnen Kontrak. 

( 4) Pemumsan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan a tau 
tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam 
dokumen kontrak, dengan pengaturan sebagai berikut : 

a. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barangljasa 
dikenakan sanksi sesuai dokumen kontrak berupa : 

1) Jaminan pelak~aan menjadi milik Daerah; 

2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ; 

3) Membayar denda clan ganti rug, kepada Daerah; 

4) Pengenaan ~ hi tam untuk jangka waktu tcrtentu. 

b. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian pengguna barang/ jasa 
dikenakan sanksi ' borupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa 
pcnyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

(5) Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti mclakukan 
kolusi, kecurangan dan atau tindak pidana korupsi baik proses pengadaan maupun 
pelaksanaan kontrak. 
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Pasal 62 ..... 

Pasal 61 

(1) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 · (satu per enam) dari 
jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan. 

(2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan 
penenmaan Daerah untuk membayar kembali pinjarnan tersebut pada waktunya. 

(3) Pelunasan pinjamanjangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang 
berjalan. 

Pinjamanjangka panjang yang dilakukan oleh Daerah sebagaimana dimaksud Pasal SS 
huruf a, wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut: 

a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Dearah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % 
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun 
sebelumnya; clan 

b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka 
waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua 
setengah). 

Pasal 60 

Persyaratan Pinjaman Daerah 

Baglan Ketlga 

Baglan Kedua 

Penggunaan Plnjaman Daerah 

Pasal 58 

0) Pinjaman .Tangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan 
prasai:ana yang menjadi dan atau merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan 
penenrnaan .untuk pembayaran kembali pinjaman tersebut, serta memberikan 
manfaat bagi pelayanan masyarakat, 

(2) Pinj~ Jangka Paniang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja 
administrasi umum, belaaja operasional clan pemeliharaan. 

Pasal 59 

Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam 
rangka pengelolaan Kas Daerah, 

(3) Pinjaman Dacrah dari I · 
dapat beru . . u.ar ncgcn !lcbagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf b 

pa Pll\Jnman bilateral atau pittjaman multilateral. · 

Pasal 57 p·. 
ll\Jaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis : 

a. Pin' . ~aman Jangka PanJang; 

b. Pinjaman Jangka Pendek. 
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I I. 

1 
(3) Terhadap ..... 

(2) Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud ayat (1 ), Pemerintah Kahupaten mengajukan usulan 
pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, stucli 
kelayakan, clan dokumen lain yang diperlukan. 

(1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui 
Pemerintah Pusat. 

Pasal 65 

(2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh 
Menteri Keuangan dan Bupati, , I 

(1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persctujuan DPRD. 

(2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), 
Pemerintah Kabupatc~ mcngajukan pinjarnan kepada calon pernberi pinjarnan. 

(3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah 
Kabupaten dengan pemberi pinjaman. 

(4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh 
Bupati abs nama Daer3h dan pemberi pinjaman. 

(5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang 
dila.kukan oleh Pemerintah Kabupaten diumumkan dalam Lembaran Daerah. 

Pasal 64 

(1) Untuk memperoleh piniaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Kabupaten mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat 
persetujuan DPRD, stucli kelayakan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk 
dilakukan evaluasi. 

Pasal 63 

Prosedur Plnjaman Daerah 

P11.~n1 62 
(1) Batas m .. ,,_. · ,.1... r. . • . • di ik denaan o1.M1mum JanK-M waktu puuarnan jangka plf\lang isesuar an 8'-' 

umur ckonom.is aect yang dibiayai dari pinjarnen tersebut 

<2> tras jangk., wak1U phtjaman dlscsuaikan dengan urnur ekonomis sebagaimana 
maksud ayal (1) paling lama adaleh 30 (tiga puluh) tahun. 

(3) :atas ~aksimum masa tenggang disesuaiksn dengan masa konstruksi proyek, 
enganJangka waktu rnasa tenggang paling lama S (lima) tahun. 

(4) Jangka waJ..1U piajamanjangka panjang adalah termasuk masa tenggang, 

(S) Dalatn hat Pcmcrintah Kabupaten mel.akukan Pinjaman Jangka Panjang yang 
~ber dari dalam negeri, rnaka jangka waktu piajaman clan masa tenggang 
ditetapkan Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRD. 

(6) Dalam hat PernerinWt Kabupaten melakukan Pinjaman · Jangka Panjang yang 
benrumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang 
discsuaikan dengan persyaratan pinjamen luar ncgcri yang bersengkutan. 

Bagian Keempat 
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~ 

' ! 
I 
I Bagian ..... 

' (3) Bupati melaporkan kepada DPRD secara berkala d M · K ,. engan tembusan kepada 
enten uangan tent~g perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan 

tenrang pelaksanaan dalam rangka rnemenuhi k .. b , . . 
jatuh tempo. ~ ewaji ~ pmjaman yang telah 

Pembukuan dan Pelaporan 

Pasal 67 

(1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan :lam. APBD clan .,dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 
cmenntah Kabupaten, 

(2) Ket.erangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dala lam · 
dokumen APBD. · m piran 

: 

BagJan Keenam 

( 4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas 
pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut 
diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman. 

. dari 
(S) Pemcrintah Kabupaten dapar mclakukan pinjaman Daerah ~ang ~mber 

luar negeri, aetelah rerlebih dahulu mendapat perserujuan dari Pernennta.h PwJal, 

(6) Perjrutjinn Pinjmnan Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatnngani oleh 
Bupati dengan pemberi pinjaman luar negeri, 

Boglnn Kellmn 

Pembayarnn Kembnll Plnlnmnn Daerah 

Pasal 66 

(1) Sernua pernbayaran yang menjadi kcwajiban Daerah yang jatuh tempo aw 
pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam penie1uaran APBD. 

(2) Pembayaran kembali:· pinjo.man Daerah yang bersumber dari Iuar ncgcri oleh 
Daerah, dilaku.kan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian 
pinjaman Iuar negeri .. 

(3) Dalam ha! Pemerinta.h .Kabupaten tidak memenuhi kewa)iban pembayaran atas 
pinjaman Dacrah "dari Pemerintah Pusat, maka · Pcrncrintah Pusat 
mempemirungkan kewajiban tersebut dengan Dana AJokasi Umum kepada 
Daerah, 

(3) Torhad~p usulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pm1c~tah Pusat mcJ_akuk.an 
evaluas1 d.ui berbagai nspek untuk dapat tidaknya menyetu~ul usulan tersebut 

<4) ~Abila Pcrncrinlah Pusnt telah memberiknn pcrsetujuM atae usulan sebagaimMO. 
dimaksud (2), Pemerintah Kabupaten mengada.kan perundingan den~ calo~ 
pemberi piajwrum yAug hasilnya diloporkan untuk mcmdapal perseluJWUl dsri 
Pemerintah Pusat. 

· 22. 
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(1) Bupati rnengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal 
pengelolaan keuangan Daerah. 

' Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD 
disampaikan kepada Gubemur paling lambat 15 (lirna betas) hari setelah ditetapkan. 

Pasal 74 

BAB IX 

PENGA WAS~ PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 72 

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. 

Pasal 73 

(2) Sistem dan prosedur pertanggnngjawaban sebagaimana dimak.sud dalam ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati . • •• 

(1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan 
pertanggungjawaban keuangan secara periodik. 

Pasal 71 

d. Neraca Daerah. 

c. Laporan Aliran Kas ; 

( 

Bupati menyusun laporan j,ertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas: 

a. Laporan perhitungan APBD ; 

b. Nota Perhitungan APBD ; 

Pasal 69 

(1) Pemenntah Kabupaten menyampailcan laporan rriwulanan pelaksanaan APBD 
kepads DPRD. 

(2) Laporan triwulan sebagajmana dimaksud dalam ayat (l) disampaikan paling 
larnbat 1 (satu) bulan setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan. 

Pasal 70 

BAB VIII 
PERT ANGGUNGJA W ABAN KEUANGAN DAERAH 

Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak 
dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman Dae-rah. 

terbaclap 
PnsnJ 68 

(1) Daer.th dilaran . if. . . . . g mclakukan perianiian yang bers at ~am.man 
ptl\Jlllruln pihnk lain yang mengakibntkan beban atas keuangan Daernh. 

(2) 

Baglnn Ketujuh 

Larnngan Penjnmlnan 
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(3) Bupati .... 

(2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa :Daerah dirugikan atau 
terdapat sangkaan ltau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan 
melanggar hukum ataµ melalaikan kcwajiban atau tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib 
melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah 
diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kcwajiban sehingga 
terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin, 

(1) Informasi mengenai '.adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan 
kerugian Daerah dapat cliketahui dari berbagai sumber, antara lain: 

I 

a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional ; . 
b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung ; 
c. Hasil Vcrifi.kasi Bagian Keuangan atau pcjabat yang dibcri kcwcnangan 

melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah ; · 
d. informasi dari mcdi a mass a dan atau media clcktronik . 

. ! 

f , , 

Pasal 77 

(1) Sctiap kcrugian Dacrah balk yang langsung maupun tidak Jangsung scbagai akibat 
perbuatan melanggar hukum atau kclalaian, harus diganti olch yang bcrsalah dan 
atau lalai. i 

l 
(2) Setiap pimpin:m Peqmgkat Daerah wajib melakukan fll:tltllbn ganti kerugian 

segera sctc)ah dikctahui bahwa da)am Pcrangkat Dacrah yang bcrsangkutan tcrjadi 
kcrugian akibat perbuatan dari pihak manapun. 

(3) Bupati wajib mclaku~ tuntutan ganti rugi atas sctiap kcrugian yang di.akibatkan 
oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah. ; 

Pasal 76 

Bagian Pertama 

Umum 

i 

Pcm~ atas pclakSMnnn, pengelolaen, dan pcrtnnggungjawaban Keuangan 
Daerah dilaklikan sesuai peratursn perundang-undangan yang ~rlalot 

BABXI 

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

BABX 

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 75 

(2) Pcjnbat . 
dalarn J>Ongawaa. mtcrna) pcngclola Keuangan Dacrah scbagaimana dimaksud 
Kabupa?at ( l) tidak dipcrkcnankAn mcrana)(ap jabatan lain di Pcmerintah en. 

(3) Pcjabat pen . dalam gawas mt~l pcngclolaan KCU11ngan Daerah sebag.1imana dimabucl 
ayat (1) melaporkan hseil pengawruumnya kcpadn Bupati, 
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Bagian ..... 

(2) Tatacara penyelesaiaan keruginan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 81 

(1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai 
dan atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan. 

Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah diakibatkan oleh 
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak 
rnelaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya serta ada hubungannya dengan 
pelaksanaan fungsi atanpun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak 
Iangsung, -, . 

(2) 

(1) Semua Pegawai Daerah bukan bendaharawan atau ahli warisnya, apabila 
mcrugikan Daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. • ___ ,,; 

Pasnl 80 

i 

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi 

Baginn Ketiga 

(2) Tatacara penyelesaian tuntutan perbendaharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), 
diatur lebih Ianjut oJc~ Bupati. 

Pasal 79 
(1) Penyclesaian tuntutan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara Upaya 

Damai, Tunturan Perbendaharaan Blasa, Tuntutan Perbertdaharaan Khusus, dan 
Pencatatan. 

• 

Apabila dalam pemeriksaan tcrhadap Dcndaharawan tcrsebut terbukti kekurangan 
perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka 
kepada yang bersang.l'Utan dikenakan tangung jawab renteng sesuai dengan bobot, 
kctcrlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif, rum kelalaian atau 
kesalahannya . 

(2) 

(1) 

(3) Bup3fi Betelah 
scgcr8 m memperolch fopor:m sebagaimana dimaksud ayat (1) d.m (2) wajib 
terhadap :ugasbn In.,tnn11I ynng diturtjuk untuk mclakMnakan pcrncribaan 
maupun benarnn lapornn dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan 

upayn pengombalian kcrugian Daerah. 

Baglan Kedua 

Pen)~lesnlan Keruglan Keuangan Daerah 

Pasal 78 
Bmdaha · · da rawan bertan~g jawab atas kekurangan perbendaharaan y~g tcrjadt 

lam pengclolaannya, kecuali apabi]a dapat mcmberikan pembuktian bahwa 
bcndaharawan tersebut bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan 
J)Crbcndaharaan tersebut, 
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Bagian Keenam ..... 

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan ternyata meninggal 
dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusen 
Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Bupati membebaskan sebagian 
atau seluruh kewajiban yaqg bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD. 

Pasal 85 

( 4) Berdasarkan pertimbsngan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai 
dengan Rpl0.000.000,· (sepuJuh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya 
bersamaan dengan peaetapan Peraturan Daerah tentang Perhinmgan APBD tahun 
anggaran berkenaan. ~ 

(3) Penghapusan sebagaimane dirnaksud ayat (2) dapat ditagih kembali kepada 
Bendaharawan/Pegawai/Ahli Waris bersangkutan apabila terbukti mampu . • 

(1) Bendaharawan/Pega~ai ataupun ah1i waris I keluarganya terdekat I pengampu 
yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti.kerugian Daerah tidak 
mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan 
pcnnohonan secara tcrtulis kcpada Bupati untuk penghapusan atas kcwajibannya 
clan ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan, 

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata yang bersangkutan memang tidak 
mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat mcnghapus Tuntutan 
Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi baik sebagian ataupun seluruhnya. 

r 

PnsaJ 84 

Penghapusan dan Pembebasan 

Bagfan Kelf ma 

Pasal 83 

Tuntutan dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat .5 (lima) tahun sejak akhir tahun 
kerugian Daerah diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan 
berakhir diketahui. 

Baglan Keempat 

Kadaluwarsa 

Pua) 82 

(1) J:tu~ P~daharaan Biasa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila 
dikeWmt sctclah lewat 30 (tiga puluh) tnhun kekurangan lutslbarmg tersebut 

(i) !:tutan Pcrbcndaharaan Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya 
Y~ kad:tluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah 

bcrnkhtr !Ctclah : 
3· ~eninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan ; 
b, Jangka waktu untuk rnengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat 

Keputusan Pernbebanan tidak pemah ditetapkan. 
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Pasal 89 ..... 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah uu, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 88 

(S) Apabila kerugian Daerah yang disebabkan oleh pihak lain/swasta, maka 
Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan gugatan melalui Badan Peradilan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagairnana dimaksud 
ayar (2) diserahkan kembali kepada Daerah dan penyelesaiannya dilakukan 
dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan. 

(4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan 
dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untukmengadakan Tuntutan 
Perbendaharaan dan atau Tuntutan Ganti Rugi. 

(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dapat 
diserahkan penyelesaiannya rnelalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan 
perdata, 

P~al 87 

(1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendahara berdasarkan laporan dan 
pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan 
hukuman disiplin berupa pembebasan yang hersangkutan dari jabatannya clan 
segera mcnunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya 

Bagian Ketujuh 

Ketentuan Lain-lain 

(3) Kh ~ usus pcnyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Dacrah 
(BlJMD) setelah diterima Kas Dacrah segera dipindahbukukan kepada rekening 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

(l) ~alarn .hal kasus kcrugi.an Daerah yang penyelesaiannya diserahksn melalui 
k e?dilan, barang yang dira.mpas sebagai pengganti kerugian Daerah diserahkan 

e aerah dan selanjulnya diselorkan ke Kas Daerah. 

Bnglan Keenum 

Pcnyetornn 

PasaJ 86 
(1) Penyetoran ; . 

Pcrbcndahar penge~ba~an sccara tunai sekaligus atau angsuran kekurangan 
kebend aan I kerugian Daerah atnu hasil penjualan barang jaminen I 
Kabup~:.hams melalui Kas Daerah atau Instansi yang diruajuk oleh Pemerintah 

• 27. 
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Sesuai dengan aslinya 

LF.7dBAR AN DAER AH KABUPA TEN K'1JDUS TAHUN 2002 NOMOR 3 

HERU SUDJATl\,10KO 

ttd. 

SEKR.ETARIS DAERAH KABUPA TEN k'UDUS, 

Diundangkan di Kudus 
p;ufa f,mr.e.al 15 Pebmari iOOJ 

IvfUHAivIMAD AMIN J\,fUNADJAT 

ttd. 

UUPATI KUDOS, 

Disahkan di Kudus 
pada tanggal 1,1 Pcbruari 2002 

PwrnJ 90 
Pernturan Da h . . era mt mu(ai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar !!~tiap mnng dapat mengetahuinya mernerintnhkan pcngundanean Pemruran 
Daerah mi .1 • 

1 
• b K d cengan pcne.mpata1my,1 dalam Lembaran Daerah Ka upatcn u us. 

Pn. al 89 
Dengan berlaku 
<lrng,1n P nya l'eraturan Daerah ini. maka scmua peraturan yang bcrtcntangan craturnn DaM-~L · · 1. ,.,ru, nu < my,1t.1k,m tiJaJ.. bcrlaku. 
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II. PENJELASAN ..... 

, 
Oleh karena i1u dengan mengacu Undang-undang clan Peraturan Pem9rintah tersebut di atas, 

maka disusun Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersifat 
umum dan Iebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan urnurn serta 
sistern dan prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah, guna Iebih meningkatkan efisiensi clan 
efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka perungkatan kesejahteraan dan 
pelayanan kepada masyarakat. 

u d Bercla.sarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun J 999 tentang Pemerintahan Dacrah dan 
D n a;;s-undan~. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan 

aer 1 Yang ditindaklattjuti dengan : 
1 · Peraturan Pemerintah Nom01· 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ; 
2· P_craturan Pemcrintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengclolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah · 
3. P_eraturan Pemenn'w1 Nomor 106 Tahun 2000 renrang Pengelolaan clan Pertanggungjawaban 

Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi clan Tugas Pembantuan ; 
4. Pcraturan Pemerintah Nomor I 07 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ; 
5. Peraturan Pernerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah ; . . 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 'Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepa1a Daerah 

dan W akil Kepala Daerah ; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. ; 
Pernerintah Pusat dengan Daerah ·mernpakan satu keaatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayarian masyarakat. . 
Untuk itu sernangat dcsentralisasi, demokratisasi, transpararisi, akuntabilitas menjadi sangat domman 
dalam mewamai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan 
keuangan daerab pada khususnya. Dengan demikian diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih 
transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pernbiayaan, · penataan pengelolaan 
keuangan yang lebih baik dala.m mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai 
dinamika clan tuntutan masyarakat yang berkembang. 

Dalam kerangka sistern perryelenggaraan pernerintahan terlihat bahwa srstern pengelolaan 
keuangan, pad.a dasarnya merupakan sub sistern dari sistem pemerintahan itu sendiri. 
Sebagaimana sistem keuangan negara yang;diamanatkan dalam. Pasal 23 ayat (2).Undang-widang Dasar 
1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem pengelolaan keuangan daerah 
yang diatur dalam Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah khususnya 
Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, clan 86., 

I. PENJELASAN lTh1UM: 

POKOK-Pov-0 ... ~ 
-"- ~ PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KA Bl JP A TEN xumrs 

ATAS 
P£R.An_r~ DAERAH KABUPATEN I\.'UDUS 

NOl\fOR 1 TAHUN 2002 

TENT ANG 

PENJELASAN 

• 



.I 
j 

Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara 
Umum Daerah. 

Pasal 17 
ayat (1) 

Cukupjelas Pasal 15 dan 16 

Pasal 14 

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang 
mengutamakan upaya pencapaian basil kerja atau output dari 
perencanaan alokasi biaya atau.input yang ditetapkan. : 
Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan 
pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu rnengenai ketersediaan 
sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan 
efisiensi pengeluarannya 

Pasal 13 

Cukupjelas ayat (2) 

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan 
dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pernbantuan merupakan 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi, 

Pasal 12 
ayat (1) 

Cukupjelas Pasal 11 

Ketenruan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan 
semua Pertdapatan Daerah dan semua Belania Daerah dalam rangka 
pelaksanaan deeentralisaei dalam tahun anggaran tertentu, Dengan 
demikian, pemungut.an semua penerimaan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mcmenuhi target yang 
ditetapkan dalam APBD. Sernua pengcluaran Daerah dan ikatan yang 
membebani Dnerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan 
sesuai jumlah clan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga 
APED rnenjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan clan 
pengawasan keuangan Daerah, 

Pasal 10 

Cukupjelas Pasal 4 s/d 9 

Cukup jelas ayat (2) dan (3) 

Penetapan para Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah 
satu syarat pelaksanaan Anggaran.Pcjabat Pengelola Keuangsn Daerah 
antara Jain Bendahara Umurn Daerah, Pcngguna Anggaran. dan 
Pemegang Kas. 

Pasal3 
ayat (l) 

ayat(2) 

l,iJtLASAN PASAL DEMJ PASAL 

,,,s,1 1 Cukup .iotas 
p;tSlU 2 

,yal ( J) Kekua.a an 
lain fungsi wnum pcngelolun KeU111gan Daerah meliputi antara 
pem J>erencanaan umum, tungsi pcnyumn.an anggaran, fungii 
p \lngUbn l)endapat.1n, fungsi bendaharawan umum' Daerah, fungsi 

Cllggunaan anggai:an sena fungsj pengawasan d.,n penahggungjnwab.tn. 

Dalan_,. mngka efisien i dan efektifitM pengelolaan keuangan Daerah, 
Bupati mendel gasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada 
pcrangkat p ngelol, keuangan Daerah, 

• 



Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. 
Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam 
peraturan pcrundang·undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah. 

Apabila Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembangunan fasilitas 
pelayanan. publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak 
mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber 
pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain 
termasuk masyarakat. 
Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur 
dengan Peraturan Daerah. 

Cukupjelas 

Belanja Lain·lain: sebagaimana dirnaksud huruf ini merupakan pos 
belanja untuk menampung kegiatan yang tidak termasuk dalam 
komponen bclanja pegawai, bclanja barang dan jasa, bclanja 
pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. 

Cukup jelas 

Cukupjclas 

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah b~~a 
dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jerns 
belanja, dan sumb,·sumbcr pcmbiayaannya. 

CUlcup jelas 

Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tcrscbut dicatat scbagai saldo 
awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat ditambahkan pada Dana 
Cadangan tahun berikutnya. 

Dikccualikan dari sumber pcncrimaan APBD dalam ayat (I) adalah 
Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Dacrah. 
Pengeluaran yang .akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan 
dicantumkan pada ~nggaran bctanja. 

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalarn ~BD adalah 
dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan said? 
awal, setiap trans~i penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir 
tahun anggaran. 

Cukupjelas 

Dana Cadangan tcrscbut digunakan untuk mcmbiayal k~bu~ scperti 
rehabilitaai praaarana, keindah.an kota, atau pelcatanan lingkunsan 
hidup, sehingga biaya reh.abilitasi terscbut dibebanlcan dalam beberapa 
tahun anggaran. 

Cukupjelas 

3 

ayat (2) 

Pasal 29 
ayat (1) 

Pa.~al 24 s/d 28 

Pasal 21 s/d 23 
ayat (2) hw'Uf d 
Pasal 23 

ayat (2) huruf e 

ayat (2) 

Pasal 20 
ayat (1) 

ayat (4) 

ayat (3) 

ayat (2) 

Pasal 19 
ayat (1) 

ayat (2) 

~,(2) 

p,s,.118 
ayat (1) 



Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan 
pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu. 

Cukup jelas 
Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai 
pendapatan Daerah clan dianggarkan dalarn APBD. 

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah penanggulangan 
kerusakan sarana rum prasarana sebagai akibat bencana alam clan 
bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya 
dalam pengeluaran.tidek tersangka. 

' 

Cukupjelas 

Cukup jelas. 

APBD tahun lalu yang dapat dipcrgunakan sebagai dasar pengelolaan 
keuangan daerah, .khusus untuk anggaran administrasi urnurn dan tidak 
tersangka. 
Untuk belanja operasi, sarana dan prasarana publik, belanja modal dan 
belanja transfer tidak dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan 
keuangan daerah berikutnya . 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian 
kcwajaran atas beban kaja dan biaya terhadap suatu kegiatan, . 
yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan 
yang dicapai pada setiap Instansi. , . 
Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya 
yang bcrlaku. · 

Cukupjelas 

Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap 
clan harus dilakukan secara berkesinambWtga.n. 

Uraian tersebut mcrupakan indikator dan atau sasaran lcincrja 
Pemerintah Kabupaten yang menJadi acuan Laporan Pertanggung 
jawaban tentang kinerja Daerah, 

CuJ,:up jelas 

Yang dimaksud deng,sn invcstasi dalam bentuk penyertaan modal adalah 
~ertaan modal Pemertntah Kabupaten yang dilakukan melaJui Dadan 

ac1111 Milik Daero.h. 
Yang dirnaksud dengan deposito adalah slrnpansn berjangk.a pad.1 bank 
Yang aehat. , 
Dalam. rangka penganggaran, investasi dicanrumkan pada anggaran 
Pembiayaan. 

4 

Pasal 35 
ayat (1) 
ayat (2) 

ayat (2) 

hurufc 

Pasal 34 
ayat (1) 

Hurufa dan b 

Pasal 33 • 

Pasal 31 s/d 32 
ayat (3) 
Pasal 32 

ayat(4) 

ayat (2) • hurufc 

huruf b 

huruf a 

Paul 30 
ayat (1) 

ayat (4) dan (5) 



Cukupjelas 

Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan 
kebu~ penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, 
pemeliharaan, penghapusan clan pengendalian. 

Pencatatan berdasarkan standar akuntasi Pemerinta.h K b 
dimaks~d dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi Daerah a upaten 
Culcup jelas · 

Yang dimaks~ den~ ~e~wai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini 
adalah Pegawai Negen Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah 
Kabupaten mulai tanggal 1 Januari 200 I. 

Cukupjelas 

Dalam ha! kemampuan keuangan BUMD atau unit usaha lainnya belum 
memungkinkan, daerah dapat memberikan subsidi. 

Cukup jelas 

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, clan 
kelangkaan profesi: 

Cukupjelas 

Surat Perintah Mcmbayar merupakan dokumen APBD yang rnenjadi 
dasar untuk melakukan pernbayaran atas beban APBD. · 
Surat Perintah Mevibayar ditetapkan oleh Bcndaharawan Umum Daerah 
at.au pejabat yang ~itetapkan oleh Bendaharawan Umum Daerah. 

Bendaharawan Umurn Daerah dapat menetapkan pejabat yang meJaku - 
kan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar. 

Cukupjclas 

Bukti dimaksud antara Jain kuitansi, faktur. surat penerimaan barang, 
perjaruian pcngadaan banmg dan jase. 

Cukupjclas 

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan KeputuSAn yang b«bitan 
~~~ kcpegawaian yang formastnya rud.1h diterapkan scbcJumnya dan 
~JAXS&naan anggaran apabila rancang.,n APBD tidak atau beJum 
disetujui oleh DPRD. 
Dal:nn hat terjadi keadaan darurat lt.nl kebutuh.tn yang sangat penting 
dan mendesak, Pimpinan DPRD dapat memberikan ~etujuan terhadap 
pettgeluaran anaaaran yang belum ditetapkll11 denzan Pcraturnn Daerah 
tentang APBD etsu Perubahsn APBD. 

Keputusan Ororisasi rnerupakan dokumcn APBD yang menjadi dasa.r 
setiap pengeluaran.atas beban APBD. 

5 

L __ 

ayat (2) 

ayat (3) 

Pasal 43 s/d 45 

Pasal 42 
ayat (1) 

Pasal 41 

ayat(3) 

Pasal 40 
ayat (1) 

ayat(2) 

• ayat (3) 

ayat (4) 

ayat (2) 

ayat (2) 

Pasal 39 
ayar (1) ,. 

Pasal 38 
ayat (1) 

Pasal 37 



Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Yang dimaksud pajak dalam ketentuan ini adalah pajak perseroan/ 
perusahaan clan atau bukti pajak penghasilan bagi konsultan perorangan. 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Badan/Perorangan 
(untuk perusahaan perorangan), Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis 
pajak lainnya sesuai dcngan bidang ueahanya. 

Dinyatakan oleh ydng bersangkutan di atas kertas bermaterai. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Yang mempunyai' kewenangan menandatangani kontrak pengadaan 
barang/jasa .adalah direktur utama atau sesuai penunjukan dalam akta 
pendirian perusahaan. 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga [angsung. 

Cukup jelas 

Yan ...a:-ak Kah g \lllll sud . dcngan stander akuntasi keuangan Pemerinteh 
upatcn adalall pedoman atau prinsip-prinsip yang men,atur 

pkerlakuan akuntansi yang menjamin konsistenai dalam pelaporan 
'CU an gan, 
Scpanjang standar akuntasi kcuangan Pcmerintah Dacrah bcJum 
!~usun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipcrgunakan saat 
uu. 
Pcrubahan menu]u penerapan standar akuntasi keuangan dilaksanakan 
secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah. 
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T . . I 'JI J- f . . .. ff[ T , I t' 1 . . . , 

I 

T I . .. I II 

Hurufc 

ayat (2) 
Huruf as/db 

Pasal 53 
ayat (1) 

Pasal 52 

Hurufb s/d d 

Hurufg 

ayat (2) 
Hurufa 

Huruff 

Hurufe 

Hurufd 

Hurufc 

Pa.sat 51 
ayat (1) 

Huruf a s/d b • 
ayat (2) dan (3) 

Huruf e 

Pasal SO 
ayat (1) 

Huruf a s/d d 

Pasal 47 s/d 49 



Cukup jelas 
Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk : 
a. membantu kelancaran ams kas untuk keperluan jangka pendek ; 
b. dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan 

pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya 
pinjaman jangka paajang yang bersangkutan. 

Yang dimaksud .dengan "mcnghasilkan pcnerimaan" adalah basil 
penerimaan yang . berkaitan dengan pembangunan . .'.prasarana yang 
dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut; baik yang langsung dan 
atau yang tidak langsung, : · 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Ketentuan-ketentuan mengenai pmJaman yang bersumber dari 
Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, 
tingkat bunga, c'ara pcnghitungan dan cara pcmbayaran bunga, 
pengadministrnsian dan pcnyaluran dana pinjarnan, \ ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan. 
Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lcmbaga Kcuangan 
Bank dan bukan Bank mcngikuti kctcntuan peraturan pcnmdang 
undangan yang berlaku, 
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui 
penerbitan obligasi.Deerah. 
Pelaksanaan penerbitan dan pcmbayaran kembali obligasi daerah 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Yang dimaksud "sumber lainnya" adalah pinjaman daerah selain sumber 
tersebut di atas, misalnya pinjaman daerah dari Pemenntah Kabupaten 
lain. 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 
Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem 
kontrak. Ketentuan pcrpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan 
dokumen tertulie dari pemberi kerja. 

p~d114n bar mem-111.: 1\1\g hcnkata kecil adalah 
_ 

1 
"'11"'u salab satu dari . pettpdaan banng'jaaa yang 
tknotogi sedothana . · 

• fC&iko keen ' I ) ' 

dilaksanak~ Jtch di . 
ba(lan Usaha - penye u1 Jllaa uaaha orang pcncorangan dan 
llUpan. ~cell Yang mempunyai pasar dan harga yang rclatif 

CUkup jelas 

Cm.11p jclaci 

Cu.kup jelas 

i 

ayat (2) 
Pasal 59 

Pasal 58 
ayat (1) 

Pasal 57 

ayat (3) 

Hurufe f 

Huruf d 

Huruf b clan c 

Pas:tl 56 
ayat (1) 
ayat(2) 

Hurufa 

• 
ayat (3), (4) 
dan (5) 

Pasal 55 
ayat (1) 
ayat(2) 

Angka 2 
aid 4 

Hurufd 

Pasal 54 

Angka 1 



DSCR = Debt Service Coverage Ratio ; 
PAD = Pendapatan Asli Daerah ; 
BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah clan Bangunan, clan penerimaan sumber daya 
awn, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak 
Penghasilan perseorangan ; 

DAU = Dana Alokasi Urnum ; 
BW = Belanja Wajib, yaitu bel.anja yang hams dipenuhi/tidak bisa 

dihindari dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh 
Pemerintah Kabupatcn seperti bclanja pegawai. 

p = Angsuran pokok pinjaman yang jatuhtempo pada tahun ang- 
garan yang bersangkutan ; 

B = Bunga pjnjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang 
bersangkutan ; 

BL = Biaya lainnya (biaya kornitmen, biaya bank, dan Iain-lain) 
yang jatuh tempo. 

(PAD+ BD + DAU)- BW 
DSCR = ----------···----·------ ~ .2,5 

P +B +BL 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara 
penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi 
dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 
penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak 
Penghasilan perseorangan, serta Dana Alokasi Umwn, setelah di.kurangi 
Belanja Wajib, dengan pcnjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya 
pinjaman lainnya yang jatuh tempo. 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus 
sebagai berikut : 

PU =PD-(DAK +DD +DP+ PL) 

PU = penerimaan umum APBD ; 
PD = jumlah penerimaan Daerah : 
DAK = Dana Alokhsi Khusus ; · 
DD = Dana Darurat ; 
DP = Dana Pinjaman ; 
PL = Penerimaan bin yang penggunaannya dibatasi untuk mernbiayai 

Pengeluaran tertenm, 

Kctcnh··- .. 
• "'4Qll nu bcrtu. 
J~ . . ~\14Jl tnCtnbcrikan 
daer .. 1. PtnJaman jangka p:rni pcdoman agar dalllJll mencntukan 

""l Uotuk . • ... ,.,ang l>Ct'lu • men,cnulu aemua ke iib mernperhatikan kemampunn 
l(et wa_i, an daerah atas pinjaman daerah. entuan .. 
lay k . uu rnerupaJcan bataa ti . . . • 
y ~ ~COJadi bcban APBD. 0881 Jwnlah PlllJaman daerab yang 

.. 8 dunaksud dengan "iu . . 
Wa.,1b dibayar' adalah . J mlah kom~a~if pokok Putj:unan Daerah yang 
(tennasuk akumula . bJumlah pokok ptnJaman lama yang belum dibayar 
jlllnlah pokok . . 81 unga yang sudah dikapitalisasi), ditarnbah dengan 
Yang d' k PU\jaman yang aken diterima dalam tahun tersebut, 
pencrim: sud d~gan "Penerimaan Umum APBD". adalah Reluruh 
dana APBD, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, 

pinj:un~ lama, dan penenmaan lain yang penggunaannya dibatasi 
untuk mernbinya1 pengeluamr, tertentu, ntau : 

8 t ~ 

I 

- .. ~'*•tr("< 

Hurufb 

• 

I 

Hurufa 

""" 60 I 



j 

Yang dimaksud dengan "dilakukan melalui Pemerintah Pusat" adalah 
!"1entcri Keuangan mcmbcrik~n p~rsctujuan atas sumber, penggunaan, 
jumlah dana clan persyaratan tiap-tiap pinjaman Daerah yang bersumber 
dari lu~r negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tatacara 
penyediaan, penyaluran clan pengembalian dana pinjaman tersebut, 

Yang d~ksud dengan "dokumen Jain" adalab dokume~-doJmmen yang 
antara lam mencantumkan perhitungan tentang kemarnpuan Daerah 
dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. 

Yang dimaksud dengan "dokumen lain" adaJah do.kwnen-do.kumen vanz 
antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan Daerah 
dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjarnan. 
Cukup jelas 

Dalam hat pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan 
"pemberi pinjamad" adalah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlalm. 
Cukup jelas, 

Piajaman Jangka Pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecuali- 
kan dari ketentuan ayat ini. : 
Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Kabupaten untuk 
mcndapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan 
mempertimbangkan, antara fain kemsmpuan Daerah Wlhlk membayar, 
batas maksimum pinjaman, penggunaan dana piniaman," angsuran pokok 
pinjaman, jangka wakm pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok 
pinjaman dan tin~t bunga 

'I 

Cukup jelas. 

Cuk11p jelas 

Masa Tenggang adafah suaru masa pada awaJ jangka wakru pinjaman, 
yang dapat ditetapbn dalam perjanjian pinjaman sehingga ~m masa 
rersebut pcminjani tidak membayar angsuran pengcmbalian pokok 
~amm .. 
Pencntuan mase tenggang hanya ditcfapkan jika benar-benar d1perlukan 
dan masa tersebut tidak melebihi masa pengadaan harta atau ma~a 
konstruksi proyek yang bersangkutan, hal ini dimaksudkan antara lam 
untuk menghindari beban biaya plnjaman yang Jebih besar, 

Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang bcrjalan" adalah tahun 
anggaran saat Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. 
Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa Pinjaman J:mgb 
Pendek tidak dipcrkenankan dila.kul<an untuk membiayaj defisjt kit! pada 
akhir tahtnt anggaran 

Cukupjelas 
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J 

Dalam hat belum \ada standar akuntasi keuangan Pemerintah Daerah, 
maka Pemerintah '. Kabupaten melakukan pembukuan dalam rangka 
Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku, 

Yang · dimaksud dengan ''tidak memenuhi kcwajiban pembayaran atas 
Piajarnan Daerah" adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran 
angsuran pokok clan biaya pinjaman serta bunga pinjaman, biaya bank, 
dan biaya komitmen sesuai jadwal wakm dan jumlsh yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. 1 

Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1), semua kewajiban pembayaran 
kembali Pinjaman Daerah adalah menjadi tanggungjawab Daerah. 
Pemerintah Pusat !ticlak mcnanggung pcmbayaran kembali pinjaman 
yang menjadi kew~iban dan tanggungjawab Daerah. 

Cukup jelas. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali 
Pinjarnan Daerah ·yang bersurnber dari luar negeri ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan 1~esuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, . ;, 

Kewajiban atas piajaman yang jatuh tempo rneliputi seluruh angsuran 
pokok pinjarnan ditarnbah dengan biaya piajaman sq,c:rti bunga 
pinjarnan, biaya bank dan biaya kornitmen. 
Dcngan menempatkan kewajiban Daerah atas Pinjama~ Daerah sebagai 
salah satu prioritas dan dianggarkan dalarn pengeluaran APBD, maka 
pcmenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempuhyai kedudukan 
yang scjajar dcng~ pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, 
misalnya pengeluaian yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan 
kcrawanan sosial, 
Dengan demikian ),ernenuhan kewajiban atas Piniaman Daerah tidak 
dnpat dikeeampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai . . ; . 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Dengan ketentuan ini, maka Daerah tidak dapat melakukan Pinjarnan 
Daerah yang bersumber dari luar negeri apebila tidak mcmperoleh 
persemjuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat. 

Pemcnntah Pusat dal h J • • 
dettgan Ment . D I am n ~ Mcnteri Kcuangan setcJah bcrkoordinasi en a am Negen dan . t . k . atas USUlan t' t' . . ins rum ter atf melakukan evaluasi 
antara I . ta~- rap PUlJaman yang diajukan Daerah. Evaluasi tersebu: 
pen am mcltputi .k~scsuaian Jenls proyck yang akan dibjayai dcngan 

ggunaan dana PlllJaman dan kemampuan kcuangan Dacrah dalsm 
melakukan pinjaman serta kemampuan keuangan · Daerah untuk 
membayar kembali pinjaman tersebut. 
Selanj~blya Menteri Keungan menyampaikan hasil evaluasi mengenai 
peng~uan tiap-tiap piniaman luar negeri kepada Daerah yang 
henangkutan. Penyampsian hasil evaluasi tersebut dapal berisi 
pemberian persemjuan atau tidak memberikan perRetujuan terhadap urnl 
pinjaman tersebut, · 
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Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk 
menjaga efisiensi, efektifitas clan kehematan dalam pengelolaan 
Keuangan Daerah ~tas narna Bupati. 

Pcraturan Daerah ~ ten tang APBD Kabupatcn disampaikan kepada 
Gubemur selaku wakil Pemerintah Pusat. 

Cukup jelas 

Penyusunan Neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standart akuntasi 
keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah, 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, 
Bclanja Dacrah ~ Pernbiayaan serta kinerja Keuangan Daerah 
mencakup antara lain : 

a. kcncrja n1crah dalam rangka pelaksanaan program yang 
direncanakan dalarn APBD tahun anggaran bcrkenaan ; 

b. kincrja pclayanan yang dicapai ; 
c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai 

administras1 umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta 
belanja niodal/pembangunan untuk aparatur Daerah dan 
pelayanan publik ; 

d, bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD 
termasuk sekretariat DPRD ; 

e. Posisi Dana Cadangan. 
I 

Cukupjelas 

Laporan dirnaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per 
triwulan. ' 

Yang dimaksud dengan "penjamirum terhadap pinjaman pihak lain" 
adalah penjaminan Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha 
Milik Daerah dan atau Pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan 
proyck Daerah, ' 

Barang Milik Daerah yang digunakan untuk melayani kcpcntingan 
umum antara lain rumah sakit, sekolah, clan pasar. 

Lam~ir~ tersebut mcrupaknn bagian dari dokurnen APBD sehinggs 
tnet\jad1 dokwnen yang dapat diperoleh masyarakat 

· L1poran Bupati kepada DPRD yang dimaksud dalarn ayat ini dllakuk~ 
dalam rangka laporan pertasggungjawaban keuangan Dacrah scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

II 
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Cukup jelas 

Pernyataan Kadaluwarsa penuntutan terhadap bendaharawan dan 
pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan daerah adalah 
sebagaimana contoh kasus sebagai berikut : 
Kasus Pertama : Kadaluwarsa setelah lewat 5 (lirna) tahun sejak akhir 
tahun kerugian Daerah diketahui. 

Seorang bendaharawan melakukan perbuatan yang merugikan 
keuangan daerah sedang perbuatan tersebut terakhir diketahui pada 
tahun 1982, maka kadaluwarsa penuntutannya adalah tahun 1987. 

Kasus Kedua: Kadaluwarsa setelah lewat 8 (delapan) tahun sejak akhir 
tahun perbuatan berakhir diketahui. 

Seorang bendaharawan melakukan perbuatan yang merugikan 
keuangan daerah sedang perbuatan tersebut berakhir setelah ia tidak 
menjabat sebagai bendaharawan pada tahun 1985 dan diketahui pada 
tahun 1990, maka kadaluwarsa penuntutannya adalah tahun 1998. 

Cukup jelas 

Cul-up jelas 

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata clan 
pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran 
Dacrah kcpada orang atau badan yang tidak berhak. Olah karena itu, 
setiap orang atau badan yang menerirna pembayaran demikian itu 
tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum. 

Cukup jelas 

Apabila Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Keuangan 
Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan clan 
pclaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pcjabat 
pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil 
pengawasannya kepada Bupati. 

Cukup jelas 

12 I 
I 

Pe aw · asan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan 
pe awa an atas urussn kas/uang, memperhatikan pula taulaksana 
penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah 
Kabupatcn dari t segi efislensi dan efcktifitasnya yang dapat 
mcmpcngaruhi kekuatan clan dayaguna Kcuangan Dacrah. 
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• 
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